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RINGKASAN 

 

Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten 

Jember; Wibawa, 090910201083;2016; 68 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

 Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu contoh kegiatan politik yang 

didalamnya terselip unsur administrasi sehingga akan relevan dengan paradigma administrasi 

negara bahwa administrasi sebagai bagian dari ilmu politik. Pemilihan Umum, selanjutnya 

disebut Pemilu, adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

(UU No.8 Tahun 2012 pasal 1). 

 Kemudian KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu yang telah di sebutkan dalam 

UU No. 22 Tahun 2007 bertugas untuk merencanakan, menetepkan dan mengkoordinasikan 

seluruh rangkaian kegiatan pemilu dan melakukan proses administrasi berupa pendataan, 

pencatatan, dan pemutakhiran data kependudukan yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan daftar pemilih. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang 

penyusunan daftar pemilih di dalam dan di luar negeri. 

 Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertempat di 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan melakukan wawancara terhadap informan yang 

ditentukan menggunakan purposive untuk penentuan key informan, Penelitian ini juga 

menggunakan data dokumen-dokumen KPU. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan 

dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan analisis data model interaktif 

berdasarkan Miles dan Huberman yaitu dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian 

data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan data di Kecamatan Kaliwates 

Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan data yang dilakukan 

masih kurang baik. Terdapat beberapa masalah dalam penyusunan data pemilih di Kecamatan 

Kaliwates yang diantaranya tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Kaliwates masih sangat 

kurang dalam mengikuti kegiatan pemilu, dana yang diberikan kepada para petugas pemilihan 
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tingkat kecamatan masih dirasakan kurang memadai, masih ditemukannya beberapa petugas 

pemutakhiran yang tidak melakukan pembaruan data dengan turun langsung ke lapangan untuk 

mengetahui kondisi sebenarnya, proses sosialiasi yang dilakukan di Kecamatan Kaliwates 

dirasakan masih kurang. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988:29) dalam keban 

(2004:3) adalah “proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan di 

koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Nicholas Henry dalam 

keban (2004:6) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah “suatu kombinasi 

yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman 

terhadap pemerintah dalam hubungan yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan 

publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.  

 Seperti yang di kemukakan Nicholas Henry pada bukunya yang berjudul 

administrasi negara dan masalah-masalah kenegaraan (1988) yang mengungkapkan 

beberapa hal tentang administrasi negara diantaranya mengenai birokrasi dan 

perkembangan paradigma administrasi negara. Menurut Peter M. Blau (2000:4), 

birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas 

administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang 

secara sistematis”. Artinya bahwa birokrasi merupakan suatu bentuk top management 

dari administrasi negara yang bersifat politis.  

 Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu contoh kegiatan politik 

yang didalamnya terselip unsur administrasi sehingga akan relevan dengan paradigma 

administrasi negara bahwa administrasi sebagai bagian dari ilmu politik. Pemilihan 

Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (UU No.8 Tahun 2012 pasal 1) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 
 

 Lebih lanjut menurut Ali Moertopo (1974:61), “pada hakekatnya pemilihan 

umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan-

kedaulatannya sesuai asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945”. Dalam 

rangka melanjutkan mekanisme sosio-politik dalam hal pemilihan umum, maka 

pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memillih dan menentukan calon pemimpin 

ini terus dilaksanakan dengan segala macam pembaharuan baik sistem dan tata cara 

pemilihan, untuk melaksanakan suatu pemilihan umum maka dibentuklah KPU 

sebagai suatu lembaga yang dikhususkan untuk merencanakan, menetapkan, dan 

mengokoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum sesuai dengan UU 

No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. 

 Kemudian KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu yang telah di 

sebutkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 bertugas untuk merencanakan, menetepkan 

dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pemilu dan melakukan proses 

administrasi berupa pendataan, pencatatan, dan pemutakhiran data kependudukan 

yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan daftar pemilih. 

 Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang 

penyusunan daftar pemilih di dalam dan di luar negeri untuk pemilu mengatur bahwa 

yang di maksud dengan pemilih adalah: 

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai 

hak memilih; 

2. WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu 

dalam daftar Pemilih; 

3. Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai Pemilih 

kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; 

4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada 

setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dan di PPLN/TPSLN. 
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 Kemudian lebih lanjut di jelaskan dalam Laporan Daftar Pemilih Tetap 

Pemilu Legislatif (10:2014) yang di terbitkan oleh KPU terdapat kriteria dasar daftar 

pemilih yang diantaranya:  

1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik 

Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. 

Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif 

dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar 

pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun; 

2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih 

secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama 

yang tidak berhak atau telah meninggal; 

3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu 

pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, 

status telah/pernah kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada 

hari pemungutan suara, dan status meninggal; 

 Dalam mencapai kriteria dasar pemilih sesuai laporan daftar pemilih tetap 

yang diterbitkan oleh KPU tersebut maka KPU Kabupaetn/Kota membentuk satuan 

panitia yang ditempatkan disetiap kecamatan di seluruh wilayah kerja KPU 

Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan umum kepala daerah KPU Kabupaten/Kota 

membentuk Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) disetiap kecamatan yang bertujuan 

untuk membantu KPU dalam proses penyusunan data calon pemilih.  Panitia 

yang berada disetiap kecamatan antara lain adalah PPK (Panitia Pemilihan 

Kecamatan) yang bertugas untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan 

pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Pada 

tingkat kecamatan tugas dan wewenang dari PPK adalah : 

a) Membantu KPU Kbaupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan; 
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b) Melakukan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara 

pemilihan tingkat kecamatan; 

c) Mengumpulkan hasil perhitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah 

kerjanya; 

d) Melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara masing-masing 

TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan; 

e) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno 

yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan; 

f) Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada 

seluruh peserta pemilihan; 

g) Membuat berita acara rekapitulasi hasil pernghitungan perolehan suara serta 

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada 

saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota; 

h) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh 

Panwas Kecamatan; 

i) Melakukan Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan 

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan di wilayah 

kerjanya. 

 Selain PPK di tingkat kecamatan juga ditempatkan pula PPS (Panitia 

Pemungutan Suara) dengan tugas utama yakni untuk menyelenggarakan Pemilu di 

desa/kelurahan, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan 

sebelum penyelenggaraan, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut. 

a) membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,dan PPK dalam 

melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar 

pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; 

b) membentuk KPPS; 

c) mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih; 

d) mengumumkan daftar pemilih; 

e) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; 
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f) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih 

sementara; 

g) menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud 

pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap; 

h) mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan 

melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; 

i) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; 

j) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat 

desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota, dan PPK; 

k) mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah 

kerjanya; 

l) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara 

dan setelah kotak suara disegel; 

m) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama 

setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki 

kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS; 

n) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh 

Pengawas Pemilu Lapangan; 

o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan 

Pemilu di wilayah kerjanya; 

p) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan 

dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; 

q) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal 

penghitungan suara; 

r) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh 

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 
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s) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh 

undang-undang. 

 Dengan memenuhi kriteria dasar daftar pemilih yang telah ditetapkan dan 

disertai dengan kerjasama dari panitia pemilihan kecamatan diharapkan nantinya para 

calon pemilih ini memang benar-benar mendapatkan haknya dalam memilih dan tidak 

kehilangan hak politiknya dalam kegiatan pemilihan umum untuk memilih calon 

pemimpin. Namun dalam prakteknya proses penyusunan data calon pemilih masih 

mengalami berbagai macam masalah dan kendala yang diantaranya mengenai 

mismatch atau ketidaksesuaian data calon pemilih, masih ditemukannya 

permasalahan-permasalahan mengenai NIK ganda dan invalid, pemilih ganda, nama 

dan tanggal lahir yang sama disetiap kegiatan pemilihan umum kepala daerah 

khususnya di Kabupaten Jember. Untuk mengetahui Jumlah NIK ganda dan invalid 

Kabupaten Jember pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Jumlah NIK Invalid dan Ganda Tahun 2014 

A. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat 

1 Meninggal Dunia 0 pemilih 

2 Anggota TNI/Polri 0 pemilih 

3 Belum Cukup Umur 0 pemilih 

4 Tidak Dikenal/Fiktif 40 pemilih 

5 Pindah Domisili 106 pemilih 

6 Pemilih Ganda 1.104 pemilih 

7 Pemilih Hilang Ingatan 0 pemilih 

 Jumlah  1.250 pemilih 

Sumber: KPU Kabupaten Jember 2015 
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 Data diatas menunjukkan infromasi jumlah pemilih ganda di Kabupaten 

Jember pada tahun 2014, kemudian pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten 

Jember tahun 2015 ditemukan pula data mengenai calon pemilih yang invalid berupa 

nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir (TTL) ganda, data berikut ini merupakan temuan 

daripada panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Jember, dan untuk 

mengetahui lebih jelas maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 1.1 Data Analisis DPS Kabupaten Jember 2015 

 

Sumber: Panwaslu Kabupaten Jember 2015 

 Data analisis DPS yang peneliti peroleh dari Panwaslu menunjukkan masih 

banyaknya jumlah dari NIK, Nama dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda yang ada 

di Kabupaten Jember, selain itu peneliti mefokuskan penelitian ini pada Kecamatan 
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Kaliwates dengan berdasarkan temuan jumlah NIK, Nama, dan TTL (Tempat 

Tanggal Lahir) ganda terbanyak di Kabupaten Jember dan berikut disertakan pula 

tabel yang berisi jumlah data NIK, Nama dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda 

yang ada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 

 

Gambar 1.2 Data Analisis DPS Kecamatan Kaliwates 2015 

 

Sumber: Panwaslu Kabupaten Jember 2015 

 Dari tabel diatas peneliti mengambil jumlah NIK ganda dan invalid dengan 

jumlah paling banyak yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk 

dijadikan bahan acuan guna melanjutkan penelitian. Dari data diatas dapat 

menunjukkan bahwa proses administrasi atau proses pencatatan dan penyusunan data 

calon pemilih di Kabupaten Jember masih mengalami permasalahan, proses 

administrasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kegiatan pemilu, 

karena dengan proses administrasi yang baik akan menghasilkan sebuah data yang 

lebih akurat, bermula dari proses administrasi yang kurang baik dapat mengakibatkan 

hilangnya hak politik seseorang dalam kegiatan pemilihan umum.  

 Sehingga untuk mendapatkan data pemilih yang baik perlu dilakukan 

perencanaan dalam kegiatan administratif atau pencatatan data pemilih secara cermat, 
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untuk penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates dimulai dari tahap 

penyusunan data pemilih berdasarkan DP4 yang dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 2 bulan sejak diterimanya data dari KPU, kemudian tahap selanjutnya 

yang dilakukan di Kecamatan Kaliwates adalah pemutakhiran data pemilih dan harus 

diselesaikan paling lama 4 bulan setelah diterimanya data DP4 dari KPU, setelah 

dilakukan pemutakhiran data DP4 oleh PPS dan PPDP maka tahapan selanjutnya 

yang dilakukan adalah penyusunan dan pengumuman DPS, penyusunan DPS disusun 

paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih, dan kemudian 

DPS diumumkan selama 14 hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan 

tanggapan dari masyarakat, masukan dan tanggapan masyarakat tersebut dapat 

diterima oleh PPS paling lama 21 hari sejak daftar pemilih sementara (DPS) 

diumumkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah perbaikan DPS yang dilakukan oleh 

PPS dengan jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya masa penerimaan 

masukan dan tanggapan masyarakat dan DPS hasil perbaikan dimumkan kembali 

oleh PPS selama 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan 

peserta pemilu. Setelah dilakukan perbaikan DPS dilakukan maka tahapan 

selanjutnya adalah pencatatan, penetapan dan pengumuman DPTb (Daftar Pemilih 

Tambahan) yang dilakukan oleh PPS dengan jangka waktu paling lama 14 hari 

setelah berakhirnya pengumuman daftar perbaikan DPS. Setelah seluruh proses 

penyusunan dan pemutakhiran data pemilih selesai dilakukan maka data yang telah 

terkumpul di PPS diserahkan kepada KPU melalui PPK untuk menyusun daftar 

pemilih tetap, jangka waktu yang yang diberikan untuk proses penetapan DPT (Daftar 

Pemilih Tetap) paling lama 7 hari sejak berakhirnya masa perbaikan terhadap daftar 

pemilih sementara hasil perbaikan.  

 Namun peneliti juga menyadari bahwa tidak sepenuhnya proses administrasi 

dan pemutakhiran calon pemilih dapat berjalan dengan lancar, banyak kendala yang 

harus dihadapi yang diantaranya berkenaan dengan luas wilayah, ketertiban 

administrasi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses administrasi. Dilihat 

dari segi luas wilayah Kabupaten Jember memiliki luas wilayah sebesar 3.293,34 
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Km
2 

dan merupakan wilayah dengan total pemilih terbanyak ketiga dengan jumlah 

pemilih mencapai 1.892.435 setelah Kota Surabaya dan Malang. Untuk mengetahui 

lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 1.3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Jawa Timur Pilkada 2015 

Kabupaten/Kota Jml.TPS L P Total 

1. Banyuwangi 2.860 646.099 658.646 1.304.745 

2. Blitar 2.494 480.384 484.544 964.928 

3. Gresik 2.193 459.145 462.295 921.440 

4. Jember 4.347 935.935 956.500 1.892.435 

5. Kediri 2.830 605.220 602.484 1.207.704 

6. Kota Blitar 311 52.962 55.950 108.912 

7. Kota Pasuruan 300 70.055 72.893 142.948 

8. Kota Surabaya 3.963 994.026 1.010.281 2.034.307 

9. Lamongan 2.557 553.771 547.810 1.081.581 

10. Malang 3.672 1.019.121 1.032.158 2.051.279 

11. Mojokerto 1.717 400.925 407.282 808.207 

12. Ngawi 1.545 358.504 373.290 731.794 

13. Pacitan 740 230.518 237.372 467.890 

14. Ponorogo 1.721 375.113 390.460 765.573 

15. Sidoarjo 2.463 673.949 693.996 1.367.945 

16. Situbondo 1.753 241.161 264.061 505.222 

17. Sumenep 2.400 426.023 477.141 903.164 

18. Trenggalek 1.300 287.457 287.651 575.118 

19. Tuban 1.863 462.139 474.629 936.768 

Total 41.002 9.252.517 9.519.443 18.771.960 

Sumber: data.kpu.go.id 

 Dari latar belakang diatas dan dengan masih ditemukannya permasalahan 

mengenai data pemilih yang tidak akurat maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi 

mengenai proses penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates, peneliti ingin 

memfokuskan penelitian di Kecamatan Kaliwates dikarenakan Kecamatan Kaliwates 
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memiliki jumlah total NIK invalid, nama dan alamat ganda, NIK ganda, dan TTL 

(Tempat Tanggal Lahir) ganda terbanyak di tahun 2015, selain itu peneliti juga hanya 

akan memfokuskan penelitian pada tahap penyusunan data pemilih di Kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember. 

 Berhubungan dengan proses evaluasi penyusunan data calon pemilih, dapat 

diketahui pula bahwa evaluasi merupakan suatu tahapan dalam sebuah kebijakan 

publik untuk member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 

sebuah kebijakan, menurut William N. Dunn terdapat fungsi-fungsi dari evaluasi 

yaitu yang pertama, dan yang paling penting,  

“evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan 

pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan 

pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk 

perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610). 

 Kemudian James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi 

kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini 

didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut. 

1. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila 

evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan 

dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu 

sendiri. 

2. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya 

kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih 

membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan 

program.  

3. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat 

secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur 

dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah 

dinyatakan tersebut tercapai. 
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 Dalam penelitian ini tipe evaluasi yang digunakan mengacu pada tipe kedua 

yang merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan 

atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu 

mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Dari penjelasan 

mengenai evaluasi diatas maka cara yang digunakan dalam melakukan evaluasi 

kegiatan penyusunan data calon pemilih di Kecamatan Kaliwates adalah dengan cara 

mencocokkan antara Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan keadaan 

sebenarnya dilapangan.  

 Dengan melakukan penelitian di lapangan diharapkan akan dapat memberikan 

informasi mengenai permasalahan penyusunan data calon pemilih dan mengetahui 

berada pada tahap mana proses yang menjadikan data pemilih menjadi tidak akurat 

hingga mengakibatkan hilangnya hak politik seseorang dalam pemilu. Maka 

berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk mengambil judul 

“Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates 

Kabupaten Jember”.
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2010:32) “ Masalah adalah penyimpangan antara yang 

seharusnya terjadi dengan apa yang telah terjadi.” Masalah pada hakikatnmya ada 

pada realitas yang mana muncul sebagai kesulitan atau rintangan yang harus 

mendapatkan pemecahan masalah dan harus dijawab. Berdasarkan latar belakang 

diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Evaluasi 

Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten 

Jember”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan penyusunan data calon pemilih di Kabupaten Jember. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan  dapat memberikan banyak manfaat bagi 

beberapa pihak yaitu sebagai berikut: 

 

1. Bagi dunia akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi 

peneliti lainnya yang berada dalam program studi administrasi negara dengan 

konsep keilmuan kebijakan publik mengenai evaluasi penyusunan data calon 

pemilih di Kabupaten Jember; 

 

2. Bagi Lembaga 

 Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

sebagai input (masukan) atau saran terkait dengan peyusunan data calon 

pemilih; 

 

3. Pribadi 

 Penelititan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis dalam hubungannya dengan penyusunan data calon pemilih di 

Kabupaten Jember serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 Dalam memulai sebuah penelitian, teori memiliki peranan yang sangat 

penting. Teori berfungsi sebagai sumber untuk menemukan jawaban sementara atas 

masalah penelitian, menentukan konsep dan variabel, serta menjadi dasar untuk 

merumuskan definisi operasional variabel. Teori menurut Singarimbun dan Effendi 

(1989:34) adalah “serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proporsi untuk 

menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan 

hubungan antar konsep”. Maka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Administrasi publik 

2. Kebijakan publik 

3. Evaluasi 

4. Pemilihan umum 

5. Pemilih 

6. Penyusunan data calon pemilih 

 

2.2 Administrasi Publik 

 Menururt pendapat A. Dunsire dalam Keban (2008:2) administrasi diartikan 

sebagai  

“arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, 

penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan 

melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan 

keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan 

individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, 

dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik”. 
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 Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) Administrasi 

publik adalah “proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

(manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Sedangkan Keban (2008:4) 

menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah 

berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan 

selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang 

menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa 

masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima 

apa saja yang diatur pemerintah. 

 

2.3 Kebijakan Publik 

 Definisi kebijikan publik diakui memang sukar untuk dijelaskan, beberapa 

ahli teori administrasi publik lebih suka menghindari perbincangan mengenai definisi. 

Sebaliknya mereka lebih banyak perhatian pada esensi yang terkandung pada 

pengertian kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam santosa, 2012:27) merumuskan 

kebijakan publik sebagai “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. 

David Easton (dalam Santosa, 2012:27) mendefinisikan kebijakan publik sebagai 

“pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Definisi 

Easton ini mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi dalam 

kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada 

seluruh masyarakat, apa pun yang dipilih pemerintah, baik bertindak maupun tidak 

bertindak terungkap dalam alokasi nilai. 

 Carl Frederich (dalam Winarno 2008:17) memandang kebijakan publik 

sebagai “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hamatan-hambatan 

dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan 

mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran 

atau suatu maksud tertentu”. Definisi yang diberikan Frederich ini menyangkut 
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dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang 

dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu. 

 Menurut Budi Winarno (2008:33-34) “Kebijakan publik secara garis besar 

mencakup tahap-tahap perubahan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan” sebagaimana terlihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan menurut Winarno (2008:33-34) 

1. Penyusunan Agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. 

Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke 

dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi 

fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk 

waktu yang lama. 

 

2. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat 

kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan 

Penyusunan Agenda 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Evaluasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 
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masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasalah dari berbagai alternatif yang 

ada. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik. 

 

3. Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan 

dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan 

peradilan. 

 

4. Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program 

tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah 

diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni 

dilaksanakan oleh badan-badan adminsistrasi maupun agen-agen pemerintah di 

tingkat bawah. 

 

5. Evaluasi Kebijakan 

 Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalakan akan dinilai atau dievaluasi 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 

diinginkan. Dalam hal ini, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang 

menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang 

diinginkan. 

 Sedangkan menurut Thomas Dye dalam Said Zainal Abidin (2012:5-6) 

menyebutkan “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do)”. Winarno 

(2008:16) mengingatkan bahwa berkenaan dengan definisi kebijakan ini, dalam 

mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada 
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apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan 

merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, 

sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan 

menjadi kurang memadai. Winarno beranggapan bahwa definisi ini memusatkan 

perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan 

atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara 

kebijakan (policy) dan keputusan (decision), pemilihan salah satu di antara berbagai 

alternatif kebijakan yang tersedia. 

 Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyeston 

sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2008:17). Eyeston mengatakan bahwa 

„secara luas‟ kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya”. 

 

2.4 Evaluasi Kebijakan 

 Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, 

evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu 

berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William 

N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa. 

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran 

(appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), 

kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan 

dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi 

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat 

hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608). 

 Selain itu evaluasi juga memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis 

kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu: 

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang 

valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, 

evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap 

nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, 

evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 
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kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” 

(Dunn, 2003:609 dan 610). 

  

 Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan 

evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan 

melalui tindakan publik, agar tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga 

kepantasan dari  kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru 

atau merevisi kebijakan.  

 

2.4.1 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan 

 James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan 

dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada 

pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut. 

 1. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. 

 Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi 

 kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan 

 kebijakan itu sendiri. 

 2. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada 

 bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini 

 lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam 

 melaksanakan program.  

 3. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini 

 melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk 

 mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-

 tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. 
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2.4.2 Fungsi Evaluasi 

 Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2004:186-187), 

evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:  

a) Eksplanasi melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan 

 antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini 

evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang 

mendukung keberhasilan atau kegagalan program; 

b) Kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainya sesuai 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan; Audit. 

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke 

tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau 

penyimpangan; 

c) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari 

kebijakan tersebut. 

 

2.4.3 Tahap-Tahap Evaluasi 

 Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi 

tiga jenis, yaitu:  

1. Evaluasi tahap perencanaan yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap 

perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap 

berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya;  

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini evaluasi adalah suatu 

kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan 

pelaksanaan dibanding dengan rencana. Evaluasi bertujuan terutama untuk 

mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program 

tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Evaluasi melihat 
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sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan 

tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan 

memecahkan masalah yang akan dipecahkan. 

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan Dalam hal ini konsep pada tahap 

pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan 

yang dianalisa, tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil 

pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan 

oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin 

dicapai. (Suharto, 2006: 12). 

 

2.4.4 Kriteria Evaluasi  

 Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja program atau proyek, 

evaluator menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasilnya. 

Mengikuti alur analogi dunn (1999) (dalam Hadi et al, 2011:114-116), “perbedaan 

utama antara kriteria untuk riset evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi kebijakan 

adalah pada waktu ketika kriteria diterapkan atau diaplikasikan”. Kriteria utama yang 

dapat digunakan untuk acuan evaluasi (poister dalam Hadi et al, 2011:114-116) 

sebagai berikut: 
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NO Kriteria Penjelasan 

   

1 Effectivieness (Efektivitas) Apakah seluruh calon pemilih telah 

memperoleh hak-haknya dalam 

pemilu? 

2 Efficiency (Efisiensi) Apakah jumlah waktu dan dana yang 

diberikan mampu digunakan secara 

tepat dan dapat mencapai target yang 

telah ditentukan.? 

3 Adequacy (Kecukupan) Apakah informasi penyusunan data 

pemilih dan pemilu mampu 

tersosialisasikan dengan baik ke 

seluruh masyarakat? 

4 Equity (Kesamaan atau Perataan) Apakah seluruh masyarakat yang 

memiliki hak pilih telah mendapatkan 

hak yang sama dalam pemilihan 

umum? 

5 Responsivenness (Responsivitas) Sejauh petugas dan masyarakat 

tanggap dalam mengawal kegiatan 

pemilu? 

6 Appropriateness (Kelayakan) Berhubungan dengan rasionalitas. 

Sumber: Dunn 1994 (dalam Subarsono, 2005:126) 

 Kriteria-kriteria utama yang digunakan sebagai acuan untuk riset evaluasi 

tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

a) Effectiveness (Efektifitas) 

 Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program atau proyek 

mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau proyek mencapai tujuan 
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sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya 

efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai 

moneternya karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis. 

b) Efficiency (Efisiensi) 

 Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak 

suatu usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuan program dan proyek 

yang diharapkan. Jadi efisien berhubungan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Efisien merupakan 

sinonim dari rasionalitas ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukur 

dari ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya per unit 

produk atau layanan. Suatu program atau proyek dikatakan efisiensi apabila 

mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan dana atau 

biaya paling rendah. 

c) Adequacy (Kecukupan) 

 Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu 

tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak 

yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. 

Kriteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternatif 

desain program atau proyek dengan hasil atau tujuan yang diinginkan. 

d) Equity (Kesamaan atau Perataan) 

 Kemampuan program atau proyek dalam menjangkau berbagai 

kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kriteria ini berhubungan erat 

dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat atau 

hasil dan usaha secara adil. 

e) Responsivenness (Responsivitas) 

 Menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program atau proyek 

dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok 
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masyarakat tertentu. Artinya adalah Program tersebut benar-benar 

menjangkau kelompok miskin atau dinikmati sejumlah kelompok keluarga 

berkecukupan merupakan objek kriteria responsivitas. 

f) Appropriateness (Kelayakan) 

 Kriteria ini erat sekali hubungannya dengan rasionalitas substantif 

sebab pertanyaan tentang ketepatan dan kelayakan suatu program atau proyek 

tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu melainkan dua atau lebih 

kriteria  secara bersama-sama. Ketepatan atau kelayakan programd an proyek 

menunjukkan pada nilai atau harga daru tujuan program atau proyek dan 

kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. 

 Dengan mengetahui dan mempelajari teori evaluasi seperti yang telah 

dijelaskan diatas maka peneliti menggunakan teori tersebut sebagai dasar dalam 

melakukan evaluasi, dalam hal ini peneliti berfokus pada evaluasi pemilihan umum.  

 

2.5 Pemilu 

 Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk 

memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR,  DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat  UUD 1945 pada 2002, pemilihan 

presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati 

untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam 

rezim pemilu. 

 Menurut Ali Moertopo (1974:61), pemilihan umum adalah ”sarana yang 

tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan-kedaulatannya sesuai asas yang 

termaktub dalam pembukaan UUD 1945”. 

 Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pemilihan umum, yang 

selanjutnya disebut pemilu adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945”. 

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, 

mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut. ”Secara universal Pemilihan 

Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk 

pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan 

rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Terdapat pula tahapan penyelenggaraan pemilu menurut 

UU No.8 Tahun 2012 yakni : 

a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemilu; 

b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; 

c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilih; 

d. Penetapan peserta pemilu; 

e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih; 

f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; 

g. Masa kampanya pemilu; 

h. Masa tenang; 

i. Pemungutan dan penghitungan suara‟ 

j. Penetapan hasil pemilu; dan 

k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota.  

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan suatu proses 

pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan tersebut 

dalam bentuknya beraneka macam, mulai dari jabatan Presiden, Menteri, Gubernur, 

Bupati/Walikota diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa, dan wakil 

rakyat untuk para anggota legislatif. 
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2.6 Pemilih 

 Menurut Undang-Undang No.8 tahun 2012 pemilih adalah “Warga Negara 

Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) 

tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Pemilih dalam 

setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas 

yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. 

 Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat 

memilih menurut  Undang-undang No.8 tahun 2012 adalah: 

1) WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin; 

2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 

3) Terdaftar sebagai pemilih; 

4) Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota 

TNI/Kepolisian); 

5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya; 

6) Terdaftar di DPT. 

 Selain itu adapula rangkaian kegiatan dalam proses menetapkan calon pemilih 

yang telah ditetapkan dalam UU No 8 Tahun 2012 pasal 32 yang berbunyi. 

1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam 

bentuk: 

a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU 

dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD 

kabupaten/kota; 

b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam 

menyusun daftar pemilih sementara; dan 

c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri 

sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar 

pemilih sementara. 
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2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah 

tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari 

pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; 

b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan 

c. Bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. 

 

3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan 

diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) 

bulan sebelum hari pemungutan suara. 

 

4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Luar Negeri. 

 

5) Data kependudukan yang telah disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama 

KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Data Penduduk Potensial 

Pemilih Pemilu. 

 

6) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan 

pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari 

pemungutan suara dengan mekanisme: 

a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU; 

b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU; 

c. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan 

d. Bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota. 
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7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data 

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data 

Pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/atau pemilihan 

gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir. 

 

2.7 Penyusunan Data Calon Pemilih 

 Data pemilih menurut surat edaran KPU Nomor 308/KPU/V/2013 adalah 

“data hasil sinkronisasi DP4 yang diberikan oleh Kemendagri dengan data DPT 

Pemilu terakhir yang dimiliki KPU”. Data dalam kamus besar bahasa indonesia 

bermakna proses, cara, pengumpulan data dan pencarian data. Maka dengan kata lain 

penyusunan data calon pemilih merupakan sebuah kegiatan dalam proses, kolektif 

data. Sedangkan menurut (Kumorotomo dan Margono, 2010:11) data adalah “fakta 

yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan 

tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan”. 

 Penyusunan data calon pemilih merupakan suatu tahapan dalam proses 

penyelenggaraan pemilu, menurut Peraturan KPU No.4 Tahun 2015 tentang 

penyediaan data pemilih menjelaskan bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan 

dalam beberapa tahapan antara lain : 

1) Penetapan DP4, pada tahap ini pemerintah menyampaikan DP4 yang telah 

dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU; 

2) Analisis dan sinkronisasi DP4, pada tahap ini KPU melakukan sinkronisasi 

DP4  hasil analisis DP4 dengan data pemilih pada pemilu atau pemilihan 

terakhir; 

3) Penetapan hasil analisis DP4 sebagai bahan pemutakhiran data pemilih; 

4) Pemutakhiran data DP4 oleh KPU Kabupaten/Kota; 

5) Penetapan daftar pemlih sementara (DPS); 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


29 
 

6) Penetapan daftar pemilih tetap (DPT). 

 Tahapan penyusunan data pemilih mulai dari penetapan DP4 hingga menjadi 

DPT merupakan sebuah proses yang sangat penting untuk menetapkan calon pemilih, 

adapun tujuan dilakukannya tahapan-tahapan penyusunan data pemilih menurut 

laporan DPT pemilu oleh KPU (2014:10) adalah: 

a. Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara komprehensif); 

b. Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual pemilih 

(akurat dan up to date nama dan alamat);  

c. Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak 

memilih; 

d. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak 

pilih; dan  

e. Mempersiapkan logistik pemilu.  

 Pemutakhiran data pemilih menjadi bagian yang sangat penting dalam 

penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) sehingga peran panitia pemungutan suara 

(PPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih merupakan bagian penentu dari 

terciptanya data pemilih yang akurat, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) 

yang tersebar diseluruh kecamatan memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur 

dalam Peraturan KPU No.3 Tahun 2015 yang berisi antara lain: 

a. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data 

pemilih; 

b. menerima data pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS; 

c. melakukan pemutakhiran data pemilih; 

d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih; 

e. mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian; 

f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda 

khusus pada rumah pemilih; dan  
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g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian 

kepada PPS. 

 Selanjutnya dalam pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan 

umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjelaskan susunan atau 

mekanisme penyusunan data pemilih yang diantaranya: 

1. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data 

Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);  

2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah; 

3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau 

KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan 

kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi 

penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan 

PPDP yang dilakukan secara berjenjang;  

4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;  

5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;  

6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;  

7. pencatatan data pemilih tambahan;  

8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;  

9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan; 

10. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS; 

11. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, 

dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan 

tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;  

12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS 

terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota;  

13. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota; 
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14. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS 

dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh 

KPPS; dan  

15. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian sangatlah penting bagi peneliti untuk mengungkapkan 

masalah yang diteliti. Hal ini dikarenakan metode penelitian adalah cara ilmiah yang 

dijadikan landasan bagi peneliti untuk memperoleh data-data, yang nantinya data 

tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah 

dalam sebuah penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan “cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2008:2). 

 Metode penelitian berisi langkah-langkah yang biasa dilalui oleh peneliti 

dalam usahanya menemukan jawaban atas masalah penelitiannya atau pertanyaan 

yang menjadi beban pikirannya. Metode penelitian merupakan ilmu mengenai 

jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Rianto, 2004), 

2004:1). Berkaitan dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini metode penelitian 

yang dipakai adalah sebagai berikut. 

1. Fokus penelitian. 

2. Jenis dan tipe penelitian. 

3. Lokasi penelitian. 

4. Sumber dan jenis data. 

5. Penentuan informan. 

6. Teknik dan alat perolehan data. 

7. Teknik Analisis data. 

8. Teknik Menguji Keabsahan Data. 
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3.1 Fokus Penelitian 

 Pada penelitian kualitatif, keberadaan gejala itu bersifat menyeluruh atau 

holistik, sehingga untuk itu perlu adanya pembatasan dalam penelitian agar 

penelituan yang dilakukan memberikan informasi baru bagi para pembacanya. 

Menurut Sugiyono (2008:38) “batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut 

dengan fokus penelitian”.  

 Menurut Moleong (2006:94) ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai 

dalam menetapkan fokus penelitian  

“pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi dan penetapan fokus 

berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (inclusionexclusion 

criteria) sesuatu yang baru diperoleh dilapangan. Sehingga dengan 

bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti dapat membuat 

keputusan dengan tepat tentang mana data yang perlu atau tidak untuk 

dikumpulkan”.  

 Sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengevaluasi 

penyusunan data pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.  

  

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2003:54) “metode deskriptif adalah 

suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suati objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Lebih lanjut dikatakan oleh Sugiyono 

(2005:1) bahwa : “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunan tertentu”. Dengan 

cara yang ilmiah diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang objektif, 

valid dan realibel. 
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 Menurut Faisal (2005:20) “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masakah dan unit 

tertentu”.  

 Sedangkan data kualitatif menurut Sugiyono (2008:9), mendefinisikan metode 

penelitian kualitatif sebagai berikut. 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi ojek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eskperien) peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi”.  

 Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang penyusunan data calon 

pemilih di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 

 

3.3 Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang dutentukan 

sesuai dengan objek yang diteliti. Tentunya lokasi-lokasi yang berhubungan erat 

dengan penelitian serta lokasi yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 

dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di 

Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kecamatan Kaliwates dipilih karena 

Kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan dengan jumlah data NIK ganda, NIK 

invalid, nama, alamat, dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda terbanyak di 

Kabupaten Jember pada pemilu Kepala Daerah tahun 2015. 

 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber 

penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. 
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Menurut Lofland yang dikutip oleh Sugiyono (2006:157) bahwa, “sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.  

Data dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dilapangan yang diantaranya adalah 

hasil wawancara, hasil dokumentasi penelitian berupa foto dan rekaman penelitan. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

dokumen atau sumber informasi lainnya, data sekunder dalam penelitian ini adalah 

Undang-Undang, buku pedoman panduaan PPK dan PPS.  Dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan diatas untuk 

mendukung proses penelitian.  

 

3.5 Teknik Penentuan Informan 

Menurut Moleong (2008:90) “Informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” jadi 

informan harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar belakang penelitian, ia 

berkewajiban secara sukarela menjadi tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. 

Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan melalui keterangan orang 

yang berwenang, baik secara formal maupun secara informal (Moleong, 2008:90). 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun 

menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam 

penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan 

yang digunakan adalah dengan metode purposive, yaitu penentuan infoman 

berdasarkan kompetensinya. Menurut Sugiono (2011:85), metode purposive adalah 

“teknik penentuan informan yang didasari atas pertimbangan tertentu saja”. 

Menurut Sugiono (2011:221) kriteria pemilihan yang perlu dipertimbangkan 

dalam memilih informan adalah sebagai berikut. 

a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 

sehingga sesuatu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati. 
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b. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang 

tengah diteliti. 

c. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi. 

 

Dalam penelitian ini informan dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa 

informan tersebut dianggap paling mengerti tentang fokus penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, informan yang dipilih terdiri dari: 

a) Ketua PPK Kaliwates bapak Sholihul Amin S.Si 

b) Bapak Bompi Yulianto S.Sos Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU 

Kabupaten Jember; 

c) Bapak Benny Eko Rohmatulloh S.Sos Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

Kaliwates Kabupaten Jember bagian hukum; 

d) Achmad Rodiq S.Pdi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwates 

Kabupaten Jember bagian data; dan  

a) Faiz Alin Nur Rosyid warga Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates. 

 

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data 

Menurut Sugiyono (2011:223), teknik pengumpulan data “merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data”. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap 

peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitiannya, masalah penelitian, 

serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

dan alat perolehan data sebagai berikut. 

1. Observasi  

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah “pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Dalam melakukan 

penelitian peneliti secara terus terang mengungkapkan maksud dan tujuan dalam 
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penelitian ini kepada informan. Sehingga apabila sumber data/informan telah 

mengerti akan tujuan dari penelitian ini diharapkan sumber data dapat membantu 

dalam mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. 

2. Wawancara  

Usman dan Akbar (2003:57) berpendapat wawancara adalah “merupakan 

proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. Esteberg 

(2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara 

kedalam tiga kategori sebagai berikut. 

a. Wawancara terstruktur 

b. Wawancara semi struktur 

c. Wawancara tidak terstruktur 

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur sebagai 

salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semi struktur, proses 

tanya jawab antara peneliti dengan informan berlangsung lebih bebas namun tetap 

dalam kerangka yang jelas dan terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses 

wawancara ini, peneliti terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan yang di 

ajukan kepada informan. Pertanyaan yang diajukan kepada informan merupakan 

pertanyaan seputar penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates, alat perolehan 

data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses wawancara adalah buku 

catatan dan alat perekam dalam mendokumentasikan hasil wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitian. Usman dan Akbar (2002:73) memaparkan bahwa 

dokumentasi adalah “proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen”. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan 

dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat dilokasi penelitian, berupa 

surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan 
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permasalahan yang diangkat, serta perihal pendataan lain yang masih berada dalam 

ruang lingkup permasalahan yang diangkat. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Menurut Moleong (2012:247) proses analisis data dalam suatu penelitian 

dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari 

berbagai sumber data. Analisis data berfungsi untuk memberikan makna yang 

berguna dalam mencapai kesimpulan yang dipergunakan untuk memecahkan 

permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini lalu dianalisis 

dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil analisis nantinya akan banyak 

berupa kata-kata, angka serta tidak menutup kemungkinan berupa tabel atau grafik 

yang dapat membantu memeriksa penjelasan. 

 Senada dengan pendapat di atas, menurut Sugiyono (2011:246) membagi 

proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses 

penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model analisis interaktif Miles dan Huberman 

 Gambar di atas memberikan gambaran terkait dengan proses analisis interaktif 

menurut Miles dan Huberman yang menyangkut data collection (pengumpulan data), 

data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conlusion drawing 

(penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

Data Reduction 

Conlusion Drawing 

 

 

Data Display Data Collection 
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Gambar di atas memberikan gambaran terkait dengan proses analisis 

interaktif menurut Miles dan Huberman yang menyangkut data collection 

(pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), 

conclusion drawing (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

a) Reduksi Data 

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan 

tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian (lapangan) 

dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dengan terperinci. 

Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih, hal-hal pokok, 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. 

Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung. 

 

b) Penyajian Data  

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

 

c) Penarikan Kesimpulan (verification) 

Menarik kesimpulan setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi 

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk 

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang 

sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan sementara. 

Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, 
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maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan verifikasi 

selama penelitian berlangsung.  

 

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data 

 Pemerikasaan keabsahan informasi bertujuan untuk menguji data-data yang 

diperoleh oleh peneliti. Menurut Moleong (2007:327) pemeriksaan keabsahan data 

dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain : 

1. Triangulasi 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin (1978) sebagaimana dikutip 

oleh Moleong (2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Dalam penelitian ini penelitiakan menggunakan triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Alasan peneliti 

menggunakan teknik tersebut karena peneliti dapat membandingkan data yang 

diperoleh dari narasumber di lapangan dengan data yang digunakan dan 

ditemukan dalam penelitian ini. 

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

 Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan 

mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum 

yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti 

dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Ada 

bahaya yang dihadapi peneliti apabila menggunakan teknik ini, yaitu peneliti 

mungkin akan sampai pada titik untuk merasa bahwa apa yang dicapainya, 

keputusannya, atau pandangnnya tidak semestinya. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penyusunan data calon pemilih 

pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kesiapan dari petugas di Kecamatan Kaliwates kurang mampu 

mengkoordinasikan rangkaian kegiatan secara maksimal; 

2. Pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas di Kecamatan Kaliwates 

masih belum maksimal dikarenakan masih terdapatnya petugas yang tidak 

menjalankan kegiatan pemutakhiran data sesuai dengan SOP. 

3. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Kaliwates dianggap kurang, hal ini 

ditandai dengan rendahnya tingkat kehadiran dan antusiasme masyarakat 

tentang pilkada.  

 

5.2 Saran 

1. Bagi para petugas pemilihan kecamatan dan petugas pemutakhiran data agar 

senantiasa memperhatikan tugas dan fungsinya, karena proses pemutakhiran 

data merupakan tahapan paling penting untuk memeperoleh data pemilih yang 

akurat, sehingga para calon pemilih tersebut tidak kehilangan haknya dalam 

kegiatan pemilu. 

2. Masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, peran 

serta masyarakat sangat penting dalam mendukung berjalannya proses pemilu 

dengan lancar dan terciptanya data pemilih yang akurat. 
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